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BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

o

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan
Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



























BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada
Kantor dibebankan pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang dan penerimaan lain yang sah.

(2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Kepala Kantor wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi
perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di
bidang organisasi.

(2) Monitoring, evaluasi kelembagaan dan kinerja dilakukan secara rutin maupun
berkala di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta secara teknis operasional
dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang
padatanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
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Drs. KRISTIANUS AN Ym, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 37
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

TERPADU KABUPATEN BENGKAYANG. NOMOR i 1 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 AGUST®ES 2011
KEPALA KANTOR
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI
PENDATAAN DAN PELAYANAN PENGENDALIAN DAN
PENETAPAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH
BUPATI BENGKAYANG,
TIM TEKNIS
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SURYADMAN GIDOT
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